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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuuan unttuk mengetahuui benntuk perjjanjian 

pembiayaan kendaraan bermotor dan cara penyelesaian jika terjadi wannprestasi 

dalam perjanjian pembiaayaan kendaaraan bermootor dengaan fidusia berdasarkan 

peraturan perundang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fiiddusia. 

Terjadinya wanprestasi maka dapat berakibat meruugiikan pihaak kreeditur. Maaka 

dapat dilakukan ekseekusi beruupa pengamambilan objjek barrang yaang 

diperjanjikaan terseebut. 

Kata Kunci : Perjanjiaan,Wanprestaasi, Jaaminaan Fidusiaa. 

 

ABSTRACT 

This study aims to determine the form of a motor vehicle financing 

agreement and how to resolve if there is a tort in the motor vehicle financing 

agreement with fiduciary people based on the law number 42 of 1999 concerning 

fiduciary guarantees. The occurrence of tort can result in adverse creditors. Then 

the execution can be done in the form of taking the object of the goods agreed upon. 

Keywords: Agreemeent, Tort, Fiduuciary Guaraantee. 

 

 

 

PENDAHULUAN 



Pesatnya kemaajuan teknologi, 

perekonoomiaan, dan men1ngkatnya 

taraf kehiduppan mannusia, semaakin 

bertambah pula kbutuhn hiduppnya 

dan saalah satuunya adalah kbutuhn 

akan kendaaraan bermotor yang 

merupakan sarana penting bagi 

masyarakat untuk meningkatkan 

usaha dan produktivitas. Kbutuhn 

akan kendaraan bermotor oleh 

masyarakat sekarang ini tidak lagi 

dirasaakan sbg kbutuhn sekunder, 

akan tetapi sudah kita rasakan sbg 

kbutuhn primer, karena kenndaraan 

bermotor sbg alat transsprtasi yang 

banyak dibutuhkan oleeh massyarakat 

baik di kota maupun di pedesaan 

untuk memmperlancar usaha-

usahanya dalaam memmenuhi 

kbutuhn hidupnya. 

Perjanjian kredit jual beli sering 

dilakukan, kareena sanngat 

membantu para pihak, lebih-lebih 

bagi gol0ongan ekonomi lemah. 

Perjanjian kreed1t dibuutuhkan o0leh 

penjual atauupun pemmbeli, karena 

dapat menguntungkan penjual dalam 

menjual barangnya, yaiitu menjaga 

 
 1Dasar-Dasar Hukum 

Perjanjian,https://legalbanking.wordpress

.com/materihukum/dasar-dasar-hukum-

kontinuitas tersalurnyaa prooduksi 

dalamm passar, dan seballiknya 

perjanjian kredit jual beli akan lebih 

meringankan bagi pihak pembeli 

karena dapat membayyar secara 

angsuran, sammbil dapat menikmati 

barangnya, yang kemuudian hari 

setelah pelunasan anngsuran aakan 

menjadi miiliknya. 

Menurut Pasal 1313 KUH 

Perdata, perjanjian addalah 

perbatasan dengan maana satuu orang 

atau lebih mengikatkan diirinya 

terrhadap satu orang lain atau lebih. 

Dari peristiwa ini,timbullah suatuu 

huubuungan hukum antaara duua 

orang atau lebih yang disebut 

perikaataan yang di dalamnya 

tersediaa hakk daan  kwaj1bann 

maasing-maasing piihak. Perjanjian 

adallah summber perikataaan.1 

Apaabila perjannjian seering 

kali terjadi wanprestasi, dalam 

pelaksanaan perjannjian sewwa belli 

ini biaassanya pihaak pemmbeli sewa 

yang melakukan wanprestasi, yaitu 

tidak membaayaar angsuraan yanng 

telah ditetapkan tiap bulannya, tidak 

perjanjian/diakses pada tanggal 

03/12/2019 
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ada niat untuuk melunasinya dan 

terdapat kemungkinan bagi pembeli 

sewa untuuk menggelapkan mobil 

tersebuut. Dalam hall inii pemmbeli 

sewa dalam membayar angsuuran itu 

terlambat ataau tiddak mampu lagi 

meneruskaan anngsurannya, 

kemungkinan terjaddinya hal tersebut 

kareena unnsur kelallaian atau 

keseengaajaan. 

Settiap perjjanjian ittu 

diciptakan, makaa akkan aada yaang 

namanya Perjanjian Tambahan Atau 

Perjanjian Accesorier yaang arrtinya 

adallah perjanjian yangg beersifat 

tambahan dan dikaitkan dengan 

perjanjjian pookok. Perrjanjian 

accesoir contohnya adallah perjanjian 

pembebbanan jaminan, sepeerrti 

perjjannjian gaddai, tanggungan, dan 

fiduusia. Jaddi, sifat perjanjian 

jaminan adalah perjanjian accesssoir, 

yaiitu mengiikuti perrjanjian pokok. 

Jika suaatu peerjannjian 

tersebut dengan objeknya yaang 

tellah dijaminkan oleh fidusia 

naamun ada cidera jannji atau 

wannnprestasi, makka perjanjian 

tersebuut dapaat dilakkukan 

eksekusi.Menurut Pasal 15 Ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa 

penerima fidusia mempunyai hak 

untuk menjual benda yang menjadi 

objek jaminan fidusia atas 

kekuasaannya sendiri.Berdasarkan 

gambaran dari uraian tersebut di atas, 

penulis dalam menyusun skripsi ini 

mengambil judul: 

“PENYELESAIAAN 

WANPRESTASIII DALAM 

PERJANJJIAN PEMBIaAYAAN 

KENDARaAAN BERM0OTOR 

DENGAN FIDUSIA”. 

Metode Penelitian 

Pendekattaan yang 

diggunakan dalam peneellitian ini 

adalah pendekatan yuridis no0rmatif 

yaitu metodee pengkajjian yang di 

dasarkan pada data sekuunder yang 

berupaa baahan-bahhan huukum, 

terutaamaa baahan hukkum priimer, 

dalam hal ini peraturan perundang-

undangan huukum perrdata yyang 

relevan denggan permaasalahan yang 

ada. Peneelitian inii termmasuk 

penelitian deskriptiiif anaalitiss, 

yaaitu mengggambaarkan 

peraaturaan peruundang-unddangan 

yaang berlaaku ataau houkum 

poo0sitif dikaitkan dengan teori 

hukum dan praktek pelaaksanaan 



hukum positif dallam masyyarakat. 

Penelitiaan desskriptif ini merupakan 

penelitian yang dappat 

memmecahkan massalah yang ada 

dengannn mengumpuulkan datta, 

menyusun, mengklasifikasikan dan 

menganaliasiss deeng1an carra 

diinterpretasikan. 

Hasil Daan Pemmbahasan 

Bentuk Perjanjian Peembiayaan 

Kendaraan Berm0otor 

Benntu0k Perjanjian 

pembiayaan kenddaraan berm0otor 

antara Lemmbaga Pemb1ayaan 

dengan konsumen adalah perjanjian 

baku sepihak. Perjanjian pembiayaan 

kendaraan berm0otor inii merrupakan 

perjannjiaan yyang diibuat oleh 

Lemmbaaga Pembiayaan, konsumeen 

yang tergabung menjadi konsuumen 

hanya menerima atau menolak 

perjanjian tersebut. Dallam traansaksi 

bissnis dengan memakai perjanjian 

bakku, sangat terbuka 

kemungngkinan baggi pihak pelaku 

usahha unntuk melakukan 

pembbatasan atau penghapusan 

tangnggung jawwab.2 

 
2Ari Setiawan, Tinjauan Hukum 

Terhadap Perjanjian Kredit Jual Beli Sepada 

Motor Di Pt. Asli Motor Klaten,Naskah 

Publikasi, Hlm. 9 

Dalam pelakksanaan perjanjian 

pembiayaan konsuumen di Indonesia, 

para pihhak tidak hanya membuat 

sattu maccam perjjanjian, tetapi jugga 

diikuti oleh perjanjian tambahan 

ataau accesoir. Dallam perjanjiaann 

pembiaayaan ini, perjanjian 

pokokknya addalah perjanjian 

pembiayaaan, sedaang perjanjian 

tambahannya dapat berupa perjanjian 

pemberian jaminan fidusia, perjanjian 

alih debitur, perjanjian pemberiaan 

kuaassa.3 

Caraa Penyel3esaian Wanprsestasi 

Dalam Perjannjian Pembiayaaan 

Kendaraaan Bermottor Denngan 

Fiduusiaa 

Perrlu dipahaami bahhwa 

dalam suatu transaksi daan ataau 

perjanjian dallam beenntuk apapun 

kedua belah pihak saling 

mengikatkan dirinnyya unntuk 

melaksanakan sesuaattu yang telah 

diperjanjikaan (presstasi), naamun 

pada kenyatannya tidak menutup 

kemungkinan dapat terjjadi bahwa 

salah satu pihak tidak melaksaanakan 

apa yang telah diperjanjikan. Susatu 

3Salim. HS, Perkembangan Hukum 

Kontrak di Luar KUH Perdata, Buku Kedua, 

PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, 

hlm 135-136 



perjanjian apabiila debbituur tidak 

melaksanakan appa yang telah 

diperjanjikan, makka dapat dikatakan 

telah melakukan wannprestasii. Dapat 

pula dikatakkan bahwa lallai atau alpa 

atau ingrkar jannji atauu melanggar 

perjanjiaan dengngan melakukan 

sesuatu yang dilarang atau tidak boleh 

dilakukan. 

Bila terjaadii permasalahan 

wanprestasi, tak terkadang pihak 

lembaga pembiayaan melalui debt 

collector melakkukaan perammpasan 

di jalan dappat dikeenai tinndakan 

hukuum pidaana peraampasan, 

tindakan deebt coo0llector terssebut 

biasanya dilakukan attas peerintah 

lembaga pembiayaan. Hall inii daapat 

dilaporkan ke pihak Kepo0lizian 

akaan tetaapi selaama ini pihak 

debitur (konsumen) takut melakukan 

pelaporan pada Kepolisian karena 

meraasa telah melakukan kesalahaan 

tidak melaksanakan kwaj1bannnya 

membayar angsuran. 

Jika perjanjian pembiayaan ini 

merujuk pada Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia, maka undang-

undang ini dimaksudkan untuk 

menampung kbutuhn masyarakat 

mengenai pengaturan Jaminan 

Fidusia sbg salah satu sarana untuk 

membantu kegiatan usaha dan untuk 

memberikan kepastian hukum kepada 

para pihak yang berkepentingan. 

Begitupun, peraturan ini 

bukan berarti bisa menjadi alasan bagi 

debitur untuk dengan sengaja tidak 

membayar cicilan atau menunggak 

pembayaran kredit 

kendaraannya.Pihak pembiayaan 

masih berhak menarik benda jaminan 

berupa kendaraan bermotor asal 

memenuhi ketentuan dan persyaratan 

yang telah diatur di dalam undang-

undang mengenai jaminan fidusia dan 

telah disepakati para pihak dalam 

perjaanjian konssumen kendaraan 

bermott0or. 

Ap@abila debbi1tur c1idera 

janji maka menurut Pasal 15 ayyat (3) 

Undang-Undang N0m0r 42 Tahun 

1999, pen3erima f1dusia mempunyai 

hak untuk menjjual benda yang 

menjadi obyek jaminan fidusia atas 

kekuasaannya senndiri. 

Apabila debitor atau Pemberi 

Fidusia cidera janj1i, eksekusi 

terhaddap B3enda yang meenjadi 



obyek Jaminan Fidusia dappat 

dilakukaan denggan caara:4 

a. Pelaksanaaan T1itel 

Eksekut0orial sbgmana 

dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) 

oleh Penerima Fidusia; 

b. Penjualan benda yang menjadi 

obyek Jaaminan Fiddusiaa atsas 

kekuasaan Pennerima Fidusia 

sendiri melalui pelellangaan 

umum sertaa menngambil 

pelunasan piutangnya dari hasil 

penjualann 

c. Penjualan di bawwah tangan 

yang dilakukan beredassarkan 

kesepakatan Pembberi dan 

Penerima FiIduasia jika dengan 

cara demikian dapat diperoleh 

harga tertitinggi yang 

mengunttungkan parra pihhak. 

Jadi berdasarrkaan penjelasan 

tersebut makka carra-carra eksesekusi 

benda yang menjadi objek jaminan 

fidusia, yaituPelaksanaan titel 

eksekutorial, Menjual atas kekuasaan 

sendiri melalui pelelangan umum dan 

Penjualan di bawah tangan. 

Penutup 

 
4https://www.hukumonline.com/kli

nik/detail/ulasan/lt5cd91ec75e844/eksekusi-

objek-jaminan-fidusia-jika-debitur-

Kesimpulan 

1. Bentuk perjangnji1an 

pemmbiayaan kendaraan berm0t0r 

anntara Lemmbaga Pembiayaan 

de3ngan konsummen/pemmbel1 

adalah perjanjian baku sepihak. 

Yang dimaanaa perejjanjian inni 

diiiikuti oleh jammiinan fiduussia 

yang memiliki kekuaatan 

huukuum yang Merujujuk padda 

Undang-Und@ng Nom0r 42 

Tahun 1999 tentTang JaMminan 

Fidusia.. 

2. Jika debBitur melLakukan 

wanprestasi maka pihak krEeditur 

dapat melakkuukan eksekusi 

denngan caara yang telllah 

diaaatur didallam Unndang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia. 

Saran 

1. Untuk konnssumen sebaiknya 

bentukk perjanjian Kenndarraan 

bermot00r adalah akta 

waarmenken atau akkta di baawah 

tangan yang telah diidaftarkan 

pada Nottariss, daan teelah 

didaftarkan dengan fidussiaa 

wanprestasi/ diakses pada tanggal 

05/02/2020 
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2. Bagi Pemmerintah, diharrapkkan 

adanya perangkat peraturan 

perundaang-unndangan yang 

berbentuk keputtusan yang bersifat 

final dan konkrit, yang berfungsiii 

memmberikan perlindungan 

huukumm keppada konsumenyang 

cenndderung di posisiii yaaang 

lemamah darippada peerrusahaan 

penjuaual. 
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